2. Adanya kesalahan oleh pemilik kavling yaitu melakukan
kecurangan menjual kembali tanah yang sudah bersertipikat
karena tanah tersebut tidak pernah didatangi atau diurus
sehingga tanah tersebut dianggap tidak mempunyai pemilik.

3. Adanya kesalahan pihak Badan Pertanahan Nasional yang
tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu dan hanya
melihat data berdasarjan GeoKKP atau data secara online saja
padahal masih banyak tanah yang belum didaftarkan secara
online. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional kurang teliti

dan lalai dalam bekerja.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang telah
diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian
sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah di Kabupaten Bekasi

dilakukan dengan cara musyawarah.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi agar lebih telili dalam
menjalankan tugas khususnya mengenai peralihan hak milik atas tanah
dan pendaftarannya serta memberikan edukasi kepada masyarakat
khususnya pemilik tanah di Kabupaten Bekasi agar memiliki kesadaran
hukum untuk melakukan pendaftaran tanah dan mengurus sertipikat milik

atas tanah.
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